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Pihak yang Hadir:
A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dwi Nurdiansyah
2. Kurniawan Adi Nugroho



SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 59/PUU-
XI/2013 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon hadir ya, kuasanya ya. Baik, dalam sidang yang
lalu, Majelis sudah memberikan saran-saran untuk kebaikan permohonan.
Apakah Saudara sudah menyampaikan, sudah melakukan perbaikan
permohonan dan apa-apa yang sekarang sudah diperbaiki?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya perlu kami
perkenalkan, saya adalah Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum.
Kemudian di sebelah saya (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama kan yang lalu?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Sama.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama yang hadir yang lalu, beda?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Beda.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, beda?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Ya.
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11.
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KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, dahulu ininya ... dahulu prinsipalnya ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Ya, betul, Yang Mulia.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, ya, ya. Saudara ini yang mana? Sigit?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Saya Kurniawan Adi Nugroho.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kurniawan Adi Nugroho.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Ya.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Mana surat kuasanya?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Tambahan, Yang Mulia. Tapi untuk surat kuasanya, nanti akan

disusulkan karena masih di ... apa ... masih di Solo.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Wah, jadi Saudara belum ada dalam kuasa?

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Sudah ada tapi ada di Solo. Jadi belum (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak bisa.



20.

21.

22,

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Tanda tangani prinsipal.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, enggak bisa begitu. Siapa yan sudah punya kuasa?
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Saya Dwi Nurdiansyah, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, yang sudah punya kuasa dong ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Itu saja yang sudah punya kuasa saja.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Siap.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kalau maju satu lagi, tambah lagi kuasanya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Siap.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Begini, Yang Mulia. Dari poin-poin perubahan apa
sebelumnya disarankan, yaitu kita langsung masuk ke apa yang kita ubah.
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KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Yaitu masalah (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Siapa yang mengajukan, DPC atau sudah pribadi?
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ini sekarang sudah perseorangan.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Perorangan, oke. Terus?
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Sekarang sebagai perorangan, Pemohon. Kemudian masalah
kerugian yang kita explore, kita perdalam lagi terutama ... terutama di
poin lima kerugian Pemohon.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Jadi intinya, kita kembali me-explore masalah kerugian potensial
untuk ... apa namanya ... yang sangat dirugikan secara konstitusionalnya,
Pemohonnya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa kerugiannya di situ? kalah bersaing?

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI

Di situ tidak ada jaminan para menteri dapat menjalankan
tugasnya secara maksimal dan melayani masyarakat dengan baik ketika
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menteri tersebut disibukkan dengan berbagai rangkaian kegiatan sebagai
calon legislatif.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, jadi kerugian Saudara seperti apa? Sebagai rakyat biasa atau
sebagai apa?

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya, Pemohon sebagai (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang dirugikan oleh kegiatan menteri yang enggak urus
kementerian tapi hanya mengurus calon?

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Seperti itu?
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya karena itu berkaitan kemudian mengenai adanya ... banyak ...
apa namanya ... potensi, berpotensi mengalokasikan berbagai program
kementeriannya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Untuk sebagai Vote gathering itu tadi.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Manfaatkan pengaruh.
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KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Sebagai Vote gathering.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya Vote gather.
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Kemudian (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Itu saja yang prinsip, yang lain sama?
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ada alasan di bagian alasan-alasan. Halaman 7, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, apa itu?
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI

3D, halaman tujuh poin tiga. Kita kembali me-explore ... me-
explore kembali.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa intinya? Apa, apa? Apa maksudnya? Poin 3 kan, halaman 7
kan?

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI

Ya, ya.
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KETUA: HAMDAN ZOELVA
Lah ini umum saja?
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Kita menghilangkan TAP MPRS itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ha? Ini masih ada ini?
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Oh ya, kita menambahkan itu justru, kita menambahkan itu.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
TAP MPR-nya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Tapi Nomor 3 Tahun 2000 sudah
enggak berlaku ini, 66 juga enggak berlaku. Mengenai apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI

Kemudian kita perbaharui nomor ... Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 itu tidak berlaku dengan
adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI

Ya, kita ubah dan dimuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004.
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KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, jadi untuk pengetahuan saja ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya, ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi TAP MPR Nomor 3 Tahun 1966 itu sudah tidak berlaku sejak
tahun 2000 ya.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tahun 2000 itu sudah tidak berlaku sejak ada Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY RUDINI
Ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Nah, itu ada di TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Siap.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, hanya ... hanya untuk pengetahuan saja, tidak perlu lagi
dikutip.

KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Ya, makanya kita sambung, dimuat kembali di dalam Pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
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KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya. Sudah diganti, bukan dimuat kembali (...)
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Ya, ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Enggak percaya! Gimana sih!
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Ya, Pak.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak berlaku lagi itu, enggak pakai kutip, kecuali Saudara
menerangkan sejarah.

KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Kemudian (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apa lagi?
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Betul, Yang Mulia. Itu masalah Pasal 11 ayat (1) (...)
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Ini termasuk pejabat negara, yaitu menteri dan jabatan setingkat
menteri. Jadi, kita ... itu berhubungan dengan petitum.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Petitum kita (...)

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kalau ini berkaitan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Apa yang kita inginkan itu bukan sekadar menteri, tapi jabatan
setingkat menteri.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oh, sudah diubah, ya? Oh, dari awal ya setingkat menteri?
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Ya, ya, ya, ya.
KETUA: HAMDAN ZOELVA
Oke.
KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Petitum kita tidak ubah, Yang Mulia.
KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, betul. Ini hanya memperjelas saja, ini ada relevannya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH

Siap.

101.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Saya kira cukup, ya? Saudara mengajukan ... sudah
mengajukan bukti, belum? Saudara mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-
11, benar?
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102. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Ya.
103.KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, buktinya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Saudara Pemohon, sidang pendahuluan ini selesai dan
selanjutnya Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah ya untuk sidang
selanjutnya. Apakah ... ada dua kemungkinan, bisa sidang selanjutnya itu
langsung vonis kalau Majelis menganggap ini cukup, ya? Cukup dengan ...
dengan data-data yang ada ya, dengan bukti yang ada. Atau yang kedua,
dilanjutkan dengan sidang mendengarkan keterangan dari presiden, dari
DPR, dan selanjutnya saksi-saksi, atau ahli jika Saudara akan mengajukan
saksi dan ahli. Jadi, ada dua kemungkinan, Saudara tinggal menunggu
panggilan dari Mahkamabh. Jelas, ya? Ya.

Demikian, sidang dalam perkara ini dan sidang saya nyatakan
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 4 Juli 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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